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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG "rIMUR,
 

Menimbang	 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2.008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu 
di Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan 
terpadu. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2.	 Undang-undang No.nor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II /_ampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Negara Nornor 3825); 

3.	 Undang-L:ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran l\Jegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lemba ...an Neqara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Norncr 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

4.	 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuanqan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Neqara 
tho 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 No. 
4438). 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentanq Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daeral1 KabupatenjKota; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentanq Organisasi 
Perangkat Daerah: 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknls Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di 
Daerah; 

9.	 Peracuran Daerah Kabupaten Larnpung Timur Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah; 



10. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan .Tata Kerja Dinas 
Daerah; 

11. Peraturan	 Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 
2007 tentang f-embentukan Orqanlsasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DE\NAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAli KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
dan
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PE'LAYANAr~ 

PERIJINAN TERPADU. 

BAB I
 
KETENTUAN UMUM
 

Pasal :I.
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan : 

1.	 Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur 

2.	 Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur 

3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 
Perwak.lan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur 

4.	 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menu rut Azas desentralisasi 

5.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur 

6.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

7.	 Dinas Daerah adalah Dinas Oaerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur 
dalarn Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 

8.	 Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana 
diatur dalarn Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007. 

9.	 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya dlsebut Kantor adalah Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur. 

BAB II
 
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
 

Bagian Kesatu
 
Pembentukan
 

Pasal 2
 

Dengan Peraturan Daerah in; di bentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu. 

Bagian Kedua
 
Kedudukan
 

Pasal3
 

(1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang 
dipimpin oleh seorang Kepala. 



(3) Ke!)ala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah 
sebagai Kepala Kantor. 

Bagian Ketiga 
Tugas, Fun9si dan Kewenangan 

Pasal4 

Kartor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi dibidang perijinan seeara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplikasi, transparasi, keamanan dan kepastian. 

PasalS 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal. 4, kantor 
menyelenggarakan fungsi : 
a.	 pelaksanaan penyusunan program Kantor; 

b.	 penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan; 

e.	 pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan; 

d.	 pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan; 

e.	 pernantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan; 

Pasal6 

(1)	 Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perljlnan atas nama 
Bupati berdasarkan pendelegasian wewenanq dari Bupati. 

(2)	 Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB III
 
ORGANISASI
 

Susunan Organisasi
 

Pasal 7
 

(I)	 Susunan Organisasi Kanter sebagai berikut : 
a.	 Kepala Kantor; 
b.	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Perekonomian; 
d.	 Seksi Kesejahteraan Rakyal; 
e.	 Seksi Pembangunan; 
f.	 Seksi Pemerintahan; 
g.	 Tim Teknis; 
h.	 Kelompok jabatan fungsional. 

(2)	 Sub Baqian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di plrnpin oleh seorang 
kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Kantor; 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,huruf d,huruf e, dan huruf f 
masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

(5)	 Bagan - Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten 
sebagaimana tereanturn dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 



?asal8 

Subbagian Tata Usaha sebagaimana d'rnaksud dalam pasal 7 huruf b, mempunyai 
tuqas melakukan pengelolaan urusan keuanqan, kepegawaian, tata persuratan, 
perlengkapan dan rumah tangga. 

Pasal9 

(1) Masing-masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf 
c,huruf d,huruf e,dan huruf f mempunyai tugas melakukan koordinasi 
penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai bidang tugasnya. 

(2) I<epala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan- Tim Teknis 
yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan 
dibidanq pelayanan perizinan. • 

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat satuan kerja 
perangkat daerah te.kait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai 
dengan bidangnya. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk 
memberikan saran pertimbangan dalarn rangka memberikan rekomendasl 
menqenai diterirne atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan 
perijinan terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan. 

(S)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada 
Kepala Kantor melalui Kepala Seksi. 

Pasal 10 

Uraian tugas pokok dan funqsl jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati. 

BAB IV
 
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
 

Bagian Kesatu
 
Kepegawaian
 

Pasal 11
 

(1)	 Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Kantor diutamakan yang mempunyai 
kompetensi dibidangnya. 

(2)	 Pegawai yang ditugasnya pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

(3)	 Pengangkatan dan pemberhentian pegawai kantor sesuai ketentuan perundang­
undangan. 

Bagian Kedua 
Keuanqan 

Pasal12 

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Kantor merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran. 



BAB V
 
JABATAN FUNGStONAL
 

Pasal 13 

(1) Pada Kantor dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan perundang-undangan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
ditunjuk. 

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan 
beban kerja. 

BAB VI
 
ESELONERING
 

Pasal 14
 

(1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural Ese/on IlIa 
(2) Kepala Sub Bagian dan dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa 

BAB VI
 
TATA KERJA
 

Pasal 15
 

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional 
dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horlsontal dalam lingkungan masing­
masing rnaupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah. 

Pasal 16 

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kantor mempunyai kewajiban : 
a. rnengutarnakar koordinasi pada setiap kegiatan. 

b. rnernberikan bimbingan 
pelaksanaaan tugas. 

dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran 

c. rnentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi. 

d. menyampaikan 
diperlukan. 

laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 17 

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan 
terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pe/aksanaan perijinan. 

BAB VIII
 
KETENTUAN PENUTUP
 

Pasal 18 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal 
yang sarna atau bertentanqan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. 



Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal gt Desember 20()8 

BUP~~ 

-=:::::---_.­
SATONO 

Diundangkan di Sukad ana 
pada tanggal :H Desember 2008 

SEKRETARIS DAERAH, 

~-
I WAYAN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPLJNG TIMUR TAHUN 2008 
NOMOR: 

\ i r,.'· 
f_. __' .".,.~, ."" 

\ ::, \' 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR: C81 TAHUN 2008
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 

I. UMUM 

Dalam pcnjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

I)clcrah mcngumanatkan bahwa dalam pcnyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah 

dibantu oleh Perangkart Daerah. 

Di dal.im Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Oaerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Lembaga Sekretariat Daerah dan 

Sckrcturint Dcwan Pcrwakilan Dacrah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk 

lnspcktorat, 1Il,SlIr pcrencana yang diwadahi dalarn bentuk Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah yang bersifat spesfik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk 

Ibdclll/Kanlor/lZlIl11ah Sakit dan unsur pclaksana urusan daerah yang diwadahi dalam 

Lcmbaga Dinas Dacrah. 

Pada Pasal 47 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa 

untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat 

lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu. 

Unit pelayanan terpadu rnerupakan gabungan dari unsur - unsur perangkat daerah yang 

menyolenggarakan fungsi perizinan. Berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat 

daerah mala unit pclayanan perijinan terpadu di Kabupaten Lampung Timur dapat ditetapkan 

dalarn bcntuk Kantor. Diharapkan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 

daput mcniugkutkan pclayanan prima di Kabupaten Lampung Timur. 



II. PASAL OEMI PASAL 

Pasall 

Cukup Jelas 

Pasal2 

Cukup Jelas 

Pasal3 

Cukup .lelas _ 

Pasal4 

Cukup Je!as 

Pasal5 

Cukup Jelas 

Pasa! 6 

Cukup Jelas 

Pasa! 7 

Cukup Je!as 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal ') 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasa! 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jclas 



Pasal 15
 

Cukup Jelas
 

Pasal 16
 

Cukup Jelas
 

p;\S;1! 17 

Pcmbinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah pembinaan dan pengawasan terhadap 

tcknis dan prosedur pelaksanaau pelayanan perijinan. 

1';IS;1! IS 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1lif 



I 

Lampiran : Peraturan Daeran Ivabupaten Lampnng Timur 
Nomor = c-\ Tahun 2008 
Tanggal : \ Desernber 2008 

\ 
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BUPATI LAMPUNG TIMUR, 
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SATONO---' 
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